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PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
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NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ca.

bahwa dalam rangka pemetaan, klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
terkait penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun
2023 dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2023, dan
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus,
serta pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja
wajib dan prioritas perangkat daerah/unit kerja pada perangkat
daerah lainnya, Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Museum dan Taman Budaya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Museum dan Taman Budaya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 116);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1372);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan
Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2022 Nomor 203);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205);

17. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2022 Nomor 62037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2023 Nomor 62003);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023
Nomor 62003) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 10

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a direncanakan semula sebesar
Rp59.649.667.996.819,00 (lima puluh sembilan triliun enam
ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh
tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan
ratus sembilan belas rupiah) menjadi Rp59.783.977.299.755,00
(lima puluh sembilan triliun tujuh ratus delapan puluh tiga
miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus
sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima
rupiah), bertambah sebesar Rp134.309.302.936,00 (seratus
tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus
dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan semula sebesar Rpl18.322.002.724.743,00
(delapan belas triliun tiga ratus dua puluh dua miliar dua
juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat
puluh tiga rupiah) menjadi Rp18.323.969.367.993,00
(delapan belas triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar
sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam
puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah),
bertambah sebesar Rpl1.966.643.250,00 (satu miliar
sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus empat
puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan semula sebesar Rp27.533.456.404.426,00
(dua puluh tujuh triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar
empat ratus lima puluh enam juta empat ratus empat ribu
empat ratus dua puluh enam rupiah) menjadi
Rp27.631.898.567.939,00 (dua puluh tujuh triliun enam
ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh
delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan
ratus tiga puluh sembilan rupiah), bertambah sebesar
Rp98.442.163.513,00 (sembilan puluh delapan miliar empat
ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu
lima ratus tiga belas rupiah).



(4)

(5)

(6)

(7)

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp258.000.000.000,00 (dua ratus lima
puluh delapan miliar rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp6.016.099.339.168,00 (enam triliun
enam belas miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus
tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan semula sebesar Rp2.963.126.545.202,00 (dua
triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar seratus dua
puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus
dua rupiah) menjadi Rp2.997.027.041.375,00 (dua triliun
sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua puluh tujuh
juta empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima
rupiah), bertambah sebesar Rp33.900.496.173,00 (tiga puluh
tiga miliar sembilan ratus juta empat ratus sembilan puluh
enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp4.556.982.983.280,00
(empat triliun lima ratus lima puluh enam miliar sembilan
ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh
tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

(2)

huruf b direncanakan semula sebesar Rp13.703.221.170.855,00
(tiga belas triliun tujuh ratus tiga miliar dua ratus dua puluh
satu juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh
lima rupiah) menjadi Rp13.710.000.023.819,00 (tiga belas
triliun tujuh ratus sepuluh miliar dua puluh tiga ribu
delapan ratus sembilan belas rupiah), bertambah
Rp6.778.852.964,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh
delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan
ratus enam puluh empat rupiah), terdiri dari:

a. Belanja Modal tanah;

b. Belanja Modal peralatan dan mesin;

c. Belanja Modal gedung dan bangunan;

d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja Modal aset lainnya.

Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rpl1.906.110.747.674,00 (satu
triliun sembilan ratus enam miliar seratus sepuluh juta tujuh
ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat
rupiah).



(3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar
Rp3.218.131.501.101,00 (tiga triliun dua ratus delapan belas
miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus satu ribu seratus
satu rupiah) menjadi Rp3.224.761.662.978,00 (tiga triliun dua
ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu
juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp6.630.161.877,00
(enam miliar enam ratus tiga puluh juta seratus enam puluh
satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan semula sebesar
Rp3.956.777.026.810,00 (tiga triliun sembilan ratus lima puluh
enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh
enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) menjadi
Rp3.956.888.355.164,00 (tiga triliun sembilan ratus lima puluh
enam miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus
lima puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah), bertambah
sebesar Rp111.328.354,00 (seratus sebelas juta tiga ratus dua
puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar
Rp4.422.938.626.417,00 (empat triliun empat ratus dua puluh
dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus
dua puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) menjadi
Rp4.422.941.775.620,00 (empat triliun empat ratus dua puluh
dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus
tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah),
bertambah sebesar Rp3.149.203,00 (tiga juta seratus empat
puluh sembilan ribu dua ratus tiga rupiah).

(6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan semula  sebesar
Rp199.263.268.853,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar
dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan
ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) menjadi
Rp199.297.482.383,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar
dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan
puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah),
bertambah sebesar Rp34.213.530,00 (tiga puluh empat juta
dua ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

(7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf c direncanakan semula sebesar Rp904.427.731.082,00
(sembilan ratus empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta
tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah)
menjadi Rp763.339.575.182,00 (tujuh ratus enam puluh tiga
miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh
lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), berkurang sebesar
Rp141.088.155.900,00 (seratus empat puluh satu miliar delapan
puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus
rupiah).



Pasal I
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 62010

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

—

NUR FADJAR
NIP196808061994031007



